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ABSTRAK 

 

 

Norfika Nuzuliah, (2021): Pelaksanaan Layanan Mediasi dalam Pemenuhan 

Hak Anak di Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Provinsi Riau. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan layanan 

mediasi dalam pemenuhan hak anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau serta untuk mengetahui apa saja 

yang menghambat dan mendorong pelaksanaan layanan mediasi dalam 

pemenuhan hak anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A) di Jl. Diponegoro Nomor 70. Pemilihan lokasi ini didasari 

alasan bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti ada di pada lembaga ini. 

Ada pun yang menjadi informan dalam layanan informasi ini adalah 1 orang 

psikolog dan 1 orang konselor. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil 

kesimpulan bahwa pelaksanaan layanan mediasi dalam pemenuhan hak anak di 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi 

Riau dimulai dari aspek perencanaan layanan. Tahap selanjutnya adalah mengatur 

pertemuan calon peserta layanan. Adapun teknis dari struktur layanan mediasi 

tersebut adalah diawali dengan pendahuluan, sambutan mediator, pesentasi para 

pihak, kesepahaman awal, mendefinisikan dan mengagendakan masalah, tawar 

menawar dan pengambilan keputusan, jika perlu melakukan pertemuan terpisah, 

pengambilan keputusan akhir, penyusunan kesepakatan, dan penutup. Faktor yang 

mendorong pelaksanaan layanan mediasi antara lain mengacu pada pendidikan 

konselor maupun psikolog atau mediator, pengalaman psikolog atau mediator, 

keikutsertaan dalam menangani secara penuh bagi konselor maupun psikolog atau 

mediator itu sendiri dalam melaksanakan layanan mediasi. Faktor penghambat 

layanan mediasi antara lain mengacu pada sikap klien, kesiapan klien, sarana dan 

kerjasama dengan UPT lain dalam melaksanakan layanan mediasi khususnya 

secara individual. 

 

Kata kunci:  Layanan mediasi, hak anak. 
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 ABSTRACT 

 

 

Norfika Nuzuliah, (2021):  Implementation of Mediation Services in Fulfilling 

Children's Rights at the Integrated Service Center 

for Women and Children Empowerment (P2TP2A) 

Riau Province. 

 

The purpose of this study is to determine the implementation of mediation 

services in the fulfillment of children's rights at the Integrated Service Center for 

the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Riau Province and to find 

out what hinders and encourages the implementation of mediation services in 

fulfilling children's rights at the Integrated Service Center for the Empowerment 

of Women and Children. (P2TP2A) Riau Province. This type of research is 

qualitative research. This research was conducted at the Integrated Service Center 

for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) on Jl. Diponegoro 

Number 70. The selection of this location is based on the reason that the problems 

studied are in this institution. There are also informants in this information service 

are 1 psychologist and 1 counselor. Based on the results of the study, it can be 

concluded that the implementation of mediation services in fulfilling children's 

rights at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and 

Children (P2TP2A) Riau Province starts from the service planning aspect. The 

next stage is to arrange a meeting of prospective service participants. The 

technical structure of the mediation service begins with the introduction, the 

mediator's remarks, presentation of the parties, initial understanding, defining and 

scheduling problems, bargaining and decision making, if necessary holding 

separate meetings, final decision making, drafting agreements, and closing. 

Factors that encourage the implementation of mediation services include referring 

to the education of counselors or psychologists or mediators, experience of 

psychologists or mediators, participation in full handling of counselors and 

psychologists or mediators themselves in carrying out mediation services. The 

inhibiting factors for mediation services, among others, refer to the client's 

attitude, client readiness, facilities and cooperation with other UPTs in carrying 

out mediation services, especially individually. 

 

Keywords: Mediation services, children's rights. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Rencana strattegis (Renstra) Kementerian Negara Pemberdayaan 

Perempuan Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan isu-isu strategis tentang 

program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang berkembang di daerah. 

Isu-isu strategis tersebut diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Salah satu 

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan di Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam bentuk 

pemberian pelayanan-pelayanan seperti memberikan data dan informasi, 

pusat rujukan, konseling, perlindungan hukum dan sebagainya.
1
 

Jenis-jenis pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) antara lain adalah seperti penyediaan data 

dan informasi, kegiatan pelayanan (Konseling, Terapi Psikologis dan Medis, 

Pendidikan, Pelatihan, dan Pendamping) promosi, pusat rujukan dan 

pengembangan jejaring yang diberikan kepada masyarakat khususnya 

perempuan dan anak merupakan keterpaduaan program dan kegiatan dari 

berbagai instansi terkaitan dan lembaga/organisasi masyarakat peduli anak 

maupun perempuan. 

Penanganan permasalahan anak korban kekerasan telah dibentuk 

Pusat kegiatan Terpadu yang menyediakan pelayanan bagi anak korban 

kekerasan di Kota Pekanbaru. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru 

berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota 

Pekanbaru. Sebelum dan setelah dibentuknya lembaga tersebut, pada 

dasarnya sudah muncul berbagai kasus khususnya yang berhubungan dengan 

                                                             
1
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Tahun 2015 - 2019 (Revisi) 
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pemenuhan hak anak. Di Riau sendiri terdapat 12 kabupaten yang juga 

menyumbang berbagai macam permasalahan pada anak. Kasus tersebut 

berasal dari semua pengaduan kabupaten dan kota di Riau, berdasarkan dari 

korban yang melapor, terbanyak di Rokan Hilir dengan 11 kasus kejahatan 

seksual terhadap anak.
2
  

Hak anak yang dimaksud adalah berdasarkan Peraturan Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 1 Tahun 

2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan melalui Keputusan Walikota 

Pekanbaru No. 231 Tahun 2013 dengan terbentuknya Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru. Artinya, 

hak anak yang muncul karena permasalahan kekerasan atau masalah rumah 

tangga. 

Menurut hasil wawancara dengan pengelola lembaga tersebut, 

kejahatan seksual sering muncul berupa pengaduan dari orang tua, keluarga, 

tetangga korban, atau pihak perantara. Dan biasanya pelakunya orang yang 

sudah dikenal, seperti ayah tiri, paman, dan bahkan ada juga ayah kandung. 

Pengaduan tersebut, lanjutnya dilakukan dalam tiga bentuk laporan yaitu 

melalui datang langsung, perantara lembaga seperti LSM, dan dari rujukan 

kepolisian atau rumah sakit.
 3
 

Berdasarkan temuan peneliti berkaitan dengan permasalahan yang 

sering dihadapi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) dijelaskan gejala yang muncul sebagai berikut: 

1. Kantor Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Riau, per 30 September 2019 sudah 

menerima 130 aduan tentang kekerasan terhadap anak yang didominasi 52 

laporan kejahatan seksual. 

                                                             
2
 Frislidia. 2019. UPT P2TP2A Riau terima 130 laporan kejahatan perempuan dan ana 

UPT P2TP2A Riau terima 130 laporan kejahatan perempuan dan anak. Online: 

https://m.antaranews.com/ diakses, 1 April 2020. 
3
 Frislidia. Ibid. 

https://m.antaranews.com/
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2. Permasalahan lain yang menjadi fokus pelayanan mediasi antara lain 

adalah pertikaian dan pekelahian antara siswa atau sekelompok siswa, 

tuntutan atas hak, dan lain sebagainya. 

3. Pelaksanaan yang dilaksanakan selama ini, psikolog menerima pihak-

pihak yang berselisih atau bertikai dan menyelenggarakan penstrukturan 

layanan mediasi. 

4. Pihak P2TP2A membahas masalah yang dirasakan oleh pihak-pihak yang 

menjadi peserta layanan dan berusaha pengubahan tingkah laku peserta 

layanan 

5. Psikolog di P2TP2A berusaha membina komitmen peserta layanan demi 

hubungan baik dengan pihak-pihak yang terliat dan melakukan penilaian 

terhadap permasalahan klien. 

Berdasarkan penjelasan, permasalahan layanan media terbanyak pada 

kasus kejahatan seksual, kemudian permasalahan yang lain menyangkut 

mediasi antara lain adalah pertikaian dalam rumah tangga, tuntutan atas hak, 

dan lain sebagainya. Layanan yang selama ini dilaksanakan adalah psikolog 

adalah menerima pihak-pihak yang berselisih atau bertikai dan 

menyelenggarakan penstrukturan layanan mediasi. Pihak P2TP2A membahas 

masalah yang dirasakan oleh pihak-pihak yang menjadi peserta layanan dan 

berusaha pengubahan tingkah laku peserta layanan. Psikolog di P2TP2A 

berusaha membina komitmen peserta layanan demi hubungan baik dengan 

pihak-pihak yang terliat dan melakukan penilaian terhadap permasalahan 

klien. 

Berdasarkan gejala-gejala yang peneliti temukan, maka alasan 

meneliti tentang layanan mediasi adalah karena pelaksanaan mediasi yang 

ditangani oleh P2TP2A kurang optimal. Hal ini sesuai dengan data yang 

diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 1.1. 

Layanan Mediasi P2TP2A Provinsi Riau 

No Periode (Tahun) 
Masalah konflik 

keluarga 

Anak yang 

didampingi P2TP2A 

1 2019 10 1 

2 2020 20 8 

 

Sumber: P2TP2A Provinsi Riau, 2021. 

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa anak yang didampingi oleh 

P2TP2A provinsi Riau hanya berjumlah 8 orang selama setahun. Terdapat 

ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Artinya, untuk lembaga 

Negara sebesar P2TP2A hanya mampu menangani 8 permasalahan anak 

khususnya masalah mediasi antara kedua orangtua si anak yang sedang 

mengalami masalah, seperti masalah Anak dari korban eksploitasi ekonomi 

dan seksual orangtua, anak yang tidak mendapatkan hak karena masalah 

perceraian dan lain sebagainya, sedangkan sisanya ada sekitar 12 masalah 

dari 20 masalah tidak terselesaikan. Berdasarkan permasalahan tersebut 

penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan 

layanan mediasi dalam pemenuhan hak anak di Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi 

Riau“.  

 

1.2. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan 

judul penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi 

tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Rencana yang telah disusun akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan 

efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan, setiap organisasi harus memiliki 
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kekuatan yang mantap dan meyakinkan sebab jika tidak kuat, maka proses 

pendidikan seperti yang diinginkan sulit terealisasi.
4
 

2. Hak anak 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5
 

3. Layanan mediasi 

Menurut Prayitno dalam Tohirin layanan mediasi merupakan layanan 

konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang 

sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Berdasarkan 

makna ini, layanan mediasi juga berarti layanan atau bantuan terhadap dua 

pihak atau lebih yang sedang dalam kondisi bermusuhan.
6
 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Relevan dengan batasan masalah di atas, masalah dalam kajian ini 

dapat diformulasikan sebagai: 

a. Bagaimana pelaksanaan layanan mediasi dalam pemenuhan hak anak 

di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Provinsi Riau? 

b. Faktor apa saja yang menghambat dan mendorong pelaksanaan 

layanan mediasi dalam pemenuhan hak anak di Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi 

Riau? 

 

 

 

                                                             
4
 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung, Rosda, 2007, h. 21 

5
 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 
6
 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada, 2017, h.195 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dibuat tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan mediasi dalam pemenuhan hak 

anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Provinsi Riau. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menghambat dan mendorong 

pelaksanaan layanan mediasi dalam pemenuhan hak anak di Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Provinsi Riau.  

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:   

1. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu 

(S1) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Bimbingan 

Konseling. 

2. Bagi guru Bimbingan Konseling, untuk lebih efektif melaksanakan  

pemberian layanan. 

3. Bagi siswa, agar senantiasa meningetahui pentingnya komunikasi 

interpersonal 

4. Untuk peneliti selanjutnya berguna untuk sumber atau pun rujukan 

penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Terdahulu 

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan untuk 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan 

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh 

orang lain sebagai berikut: 

1. Dewi Putri Anggi (2017) peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan Dan Anak (P2TP2A) kota Pekanbaru dalam penanganan anak 

yang berhadapan dengan hukum (ABH) tahun 2013-2014. Peran P2TP2A 

Kota Pekanbaru dalam Penanganan ABH belum terlaksana dengan 

maksimal. Dari hasil wawancara dan dokumentasi, peran yang dilakukan 

P2TP2A Kota Pekanbaru adalah melalui tiga peran; pelayanan 

pengaduan, penanganan hukum dan pemulihan, serta koordinasi dengan 

instansi terkait. Penanganan ABH oleh P2TP2A Kota Pekanbaru adalah 

penanganan yang berupa perlindungan hak anak yang bukan terletak 

pada peringanan sanksi atau pun mempengaruhi keputusan sidang 

melainkan mendampingi anak selama ia berhadapan dengan hukum.
7
 

2. Eka Wahyuni Rahmawati H (2013) Penerapan layanan mediasi untuk 

membantu menyelesaikan konflik interpersonal siswa kelas VIII-2 SMP 

Negeri 1 Larangan Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan Thitung= 

0, untuk uji jenjang Wilcoxon dengan taraf signifikan 5% dan N =6 

diperoleh T tabel = 0,016 sehingga T hitung lebih kecil dari pada T tabel 

(0<0,016). Hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan pada skor 

peningkatan penyelesaian konflik interpersonal sesudah pemberian 

perlakuan layanan mediasi.Dengan demikian hipotesis penelitian yang 

diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

                                                             
7
 Dewi Putri Anggi (2017) Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

Dan Anak (P2TP2A) kota Pekanbaru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum 

(ABH) tahun 2013-2014. JOM FISIP Volume 4 No. 2 Oktober 2017 
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bahwa layanan mediasi dapat meningkatkan tingkat penyelesaian konflik 

interpersonal pada siswa VIII-2 SMP Negeri 1 Larangan Pamekasan.
8
 

 

2.2. Landasan Teori 

a. Tinjauan Tentang Pelaksanaan  

Istilah pelaksanaan merupakan salah satu tahap dari managemen atau 

pengelolaan. Pelaksanaan merupakan realisasi dari apa yang telah 

direncanakan. Dengan kata lain, pelaksanaan merupakan langkah kedua 

setelah perencanaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sihombing  bahwa 

pelaksanaan adalah operasionalisasi dari apa yang direncanakan.
9
  

Mulyasa mengartikan pelaksanaan merupakan kegiatan untuk 

merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien. Rencana yang telah disusun akan 

memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam 

pelaksanaan, setiap organisasi harus memiliki kekuatan yang mantap dan 

meyakinkan sebab jika tidak kuat, maka proses pendidikan seperti yang 

diinginkan sulit terealisasi.
10

 

Depdikbud menyatakan bahwa pelaksanaan atau penyelengaraan 

diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam 

berbagai arti (pelaksanaan). Adapun pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

yang dimaksud adalah kegiatan pramuka sebagai kegiatan 

ekstrakurikuler.
11

 

 

b. Pengertian Layanan Mediasi 

Menurut Prayitno dalam Tohirin layanan mediasi merupakan layanan 

konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang 

sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Berdasarkan 

                                                             
88

 Eka Wahyuni Rahmawati H (2013) Penerapan layanan mediasi untuk membantu 

menyelesaikan konflik interpersonal siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 1 Larangan Pamekasan. 

Jurnal BK UNESA. Volume 03 Nomor 01 Tahun 2013 
9
 Umberto Sihombing. 1999. Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan. Jakarta.  

PD. Mahkota, h. 132 
10

 Mulyasa, 2017. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Bandung: Rosda, h. 21 
11

 Depdikbud. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka, h. 1020 
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makna ini, layanan mediasi juga berarti layanan atau bantuan terhadap dua 

pihak atau lebih yang sedang dalam kondisi bermusuhan.
12

 

Layanan mediasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan 

konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan 

saling tidak menemukan kecocokan.
13

 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa layanan 

mediasi adalah suatu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan 

oleh konselor untuk menjembatani dua orang yang sedang bertikai atau 

dalam keadaan saling bermusuhan. 

c. Tujuan dan Pelaksanaan Layanan Mediasi 

Secara umum, layanan mediasi bertujuan agar tercapai hubungan yang 

positif dan kondusif diantara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau 

bermusuhan. Dengan perkataan lain agar tercapai hubungan yang positif 

dan kondusif diantara siswa yang bertikai atau bermusuhan.
14

 Sedangkan 

tujuan khusus layanan mediasi difokuskan kepada perubahan atas kondisi 

awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang 

bermasalah.
15

 

Seperti layanan-layanan yang lain, pelaksanaan layanan mediasi juga 

melalui proses atau tahapan-tahapan sebagai berikut: perencanaan, analisis 

hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. 

Pertama, Perencanaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (1) 

Mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan, 

(2) Mengatur pertemuan dengan calon peserta layanan, (3) 

Menetapkan fasilitas layanan, (4) Menyiapkan kelengkapan 

administrasi. 

Kedua, pelaksanaan yang meliputi kegiatan: (1) menerima pihak-pihak 

yang berselisih atau bertikai, (2) Menyelenggarakan 

                                                             
12

 Tohirin, Loc. Cit., h.195 
13

 Prayitno, Layanan Mediasi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas negeri Padang, 2014, h.1 
14

 Tohirin. Op. Cit., h. 196 
15

 Prayitno. Op.Cit., h. 2 
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penstrukturan layanan mediasi, (3) Membahas masalah yang 

dirasakan oleh pihak-pihak yang menjadi peserta layanan, (4) 

Menyelenggarakan pengubahan tingkah laku peserta layanan, (5) 

Membina komitmen peserta layanan demi hubungan baik dengan 

pihak-pihak lain, (6) Melakukan penilaian segera.
16

 

Ketiga, evaluasi.melakukan evaluasi segera dan jangka pendek, tentang 

pelaksanaan hasil-hasil mediasi, khususnya menyangkut 

hubungan pihak-pihak yang telah mengikuti layanan mediasi. 

Keempat, analisis hasil evaluasi: menafsirkan hasil evaluasi dalam 

kaitannya dengan ketuntasan penyelesaian masalah yang dialami 

oleh pihak-pihak yang telah mengikuti layanan mediasi. 

Kelima, tindak lanjut: menyelenggarakan layanan mediasi lanjutan untuk 

membicarakan hasil evaluasi dan memantapkan upaya 

perdamaian diantara pihak-pihak yang terlibat. 

Keenam, laporan. (1) Membicarakan laporan yang diperlukan oleh pihak-

pihak peserta layanan mediasi. (2) Mendokumentasikan laporan 

layanan mediasi.
17

 

 

d. Tinjauan tentang Anak 

Menurut Surya masa akhir (late childhood) anak-anak berlangsung 

antara usia kurang lebih 6 sampai dengan kurang lebih 13 tahun. Masa ini 

sering disebut sebagai masa elementary school age. Masa usia sekolah 

dasar, karena selama masa ini anak-anak sudah berada di sekolah dasar. 

Sebutan lain untuk masa ini adalah gang age atau usia berkelompok, 

karena pada masa ini anak-anak suka hidup berkelompok. Selain itu masa 

anak-anak akhir disebut pula sebagai play age atau usia bermain, karena 

pada masa ini sebagian besar waktunya digunakan untuk bermain. Masa 

ini merupakan periode pertumbuhan yang relatife agak lambat (slow) 

dibandingkan dengan masa sebelumnya. Di samping itu, pertumbuhan juga 
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17
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bersifat relatife seragam (uniform) dalam berbagai aspek. Keadaan ini 

memberikan kemungkinan bagi anak untuk memperoleh keterampilan dan 

memperbaiki keterampilan berbicara sebagai upaya dalam penyesuaian 

pribadi dan sosial.
18

 

Menurut Surya pertumbuhan fisik anak SD ditandai dengan berbagai 

perubahan fisik yang berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan masa 

perkembangan sebelumnya (masa bayi dan kanak-kanak). Meskipun 

demikian, prosesnya berlangsung secara lebih mantap sehingga anak lebih 

mampu mengendalikan keterampilan fisiknya dibandingkan dengan fase 

sebelumnya. Sebagai akibatnya, anak lebih mampu mewujudkan aktivitas 

fisiknya secara lebih terkoordinasi, lebih seimbang, dan lebih sempurna. 

Semua itu akan mempengaruhi perkembangan konsep diri baik secara fisik 

maupun psikologis. Pada masa ini terjadi pertambahan berat dan tinggi 

badan secara perlahan dan bersifat seragam. Dari segi jenis kelamin, pada 

umumnya anak laki-laki relatif lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan 

dengan anak perempuan, kecuali pada masa akhir anak-anak dan 

menjelang memasuki remaja. 
19

 

Garis pemisah antara awal masa dan akhir masa remaja terletak kira-

kira sekitar usia tujuh belas tahun, ketika remaja duduk dikelas terakhir 

biasanya orang tua menganggapnya hampir dewasa. Menurut Pasal 1 

angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
20

 Menurut 

Hurlock, awal masa remaja berlangsung kira-kira dari tiga belas tahun 

sampai enam belas atau tujuh belas tahun, dan akhir masa remaja bermula 

dari usia 16 atau 17 tahun sampai delapan belas tahun, yaitu usia matang 
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 Surya. 2016. Kapita Selekta Kependidikan SD. Jakarta: Pusat Penerbitan UT 

Depdiknas, h. 7.4 
19
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20
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secara hukum. Dengan demikian akhir masa remaja merupakan periode 

yang sangat singkat.
21

  

Menurut Aristoteles menggambarkan perkembangan individu, sejak 

anak sampai dewasa itu ke dalam tiga tahapan. Setiap tahapan lamanya 

tujuh tahun, yaitu:  

1. Tahap I :  dari 0,0 sampai 7,0 tahun (masa anak kecil atau masa 

bermain) 

2. Tahap II :  dari 7,0 sampai 14,0 tahun (masa anak, masa sekolah 

rendah) 

3. Tahap III :  dari 14,0 sampai 21,0 tahun (masa remaja, pubertas, masa 

peralihan dari usia anak menjadi orang dewasa.
22

 

Pembagian fase-fase perkembangan yang agak luas dijelaskan oleh 

Arthur T. Jersild cs sebagai berikut: 

1. X – 0 tahun :  permulaan kehidupan (masa konsepsi), masa 

prenatal (dalam kandungan), proses kelahiran. 

2. 0-1 tahun : masa bayi (infancy) 

3. 1-5 tahun : masa kanak-kanak (early childhood) 

4. 5-12 tahun : masa kanak-kanak (middle childhood) 

5. 15-18 tahun : masa remaja (adolescence) 

6. 18-25 tahun  : masa dewasa awal (pre adulthood) 

7. 25-45 tahun : masa dewasa (early adulthood) 

8. 45-55 tahun :  masa dewasa akhir (late adulthood) 

9. 55-x tahun : masa tua (senescence) dan akhir kehidupan.
23

 

Menurut Hurlock, masa anak disebut dengan instilah masa natal. 

Masa natal dimulai dari lahir sampai usia 11 tahun. Kemudian dilanjutkan 

dengan masa remaja, yaitu masa usia 11 sampai dengan usia 21 tahun.
24

 

Anak memperoleh karakteristik melalui pengalaman hidup. Ia juga yakin 

                                                             
21

 Elizabeth. B Hurlock. Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 
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pengalaman masa kanak-kanak menentukan masa dewasanya. Periode 

anak dipandang sebagai masa unik, bahkan perilaku melanggar hukum 

yang dilakukan oleh anak-anak telah diatur dalam perundangan yang khas 

bagi usia anak-anak.
25

 

Berdasarkan uraian di atas, berprinsip pada Undang-Undang, 

disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berumur 18 tahun. Sedangkan 

menurut ahli psikologi, anak disebut masa antara umur 5 sampai 14 tahun, 

sedangkan umur antara 15-21 tahun barulah disebut masa remaja. 

Lazimnya masa perkembangan dianggap mulai pada saat anak secara 

seksual menjadi matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara 

hukum. Sikap dan nilai-nilai tidak hanya menunjukan setiap perubahan 

terjadi lebih cepat pada awal masa remaja daripada tahap akhir masa 

remaja, tetapi juga menunjukan bahwa perilaku, sikap, dan niali-nilai pada 

awal dengan pada akhir masa remaja. Dengan demikian secara umum anak 

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu awal masa dan akhir 

masa remaja.  

 

e. Faktor-faktor Pendukung Layanan Mediasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi layanan mediasi 

dapat dilihat dari indikator internal dan eksternal:
26

 

1) Faktor internal: 

a. Pendidikan guru pembimbing 

Persyaratan yang menyentuh langsung pada hubungan dan 

komunikasi antarpribadi, sebagaimana berlangsung dalam 

wawancara konseling banyak mendapat sorotan. Persyaratan yang 

berhubungan dengan konselor atau pembimbing bersumber pada 

kepribadian konselor sendiri dan sebagian lagi bertumpu pada sikap-

sikap yang diambil konselor selama proses konseling. Sikap yang 
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dimaksud dapat dikembangkan melalui pengalaman praktikum 

(PPL) dan pengalaman nyata di lapangan selama bertahun-tahun 

yang bersumber pada pendidikan pembimbing. 

b. Pengalaman guru pembimbing 

Pengalaman ternyata menjadi variable penting dalam efektivitas 

pekerjaan seorang pembimbing, sejauh mereka yang telah lama 

berkecimpung dalam profesi ini menunjukkan banyak kesamaan 

dalam cara menciptakan dan membina hubungan antarpribadi yang 

khas untuk suatu helping relationship, biarpun mereka berpegang 

pada pandangan teoretis tentang proses konseling yang berbeda-

beda, dan sejauh mereka lebih bayak menunjukkan ketulusan, 

empati, dan penerimaan terhadap konseling dibanding dengan para 

pembimbing yang belum berpengalaman. 

c. Kesiapan guru dalam melakukan layanan 

Kesiapan guru dalam melakukan pelayanan menyangkut tentang cara 

guru mengenal diri orang lain, cara guru memahami orang lain baik 

sikap, perasaan atau yang lainya, serta kemampuan berkomunikasi 

yang baik dengan orang lain 

2) Faktor eksternal: 

a) Sikap Siswa 

Keadaan awal yaitu keadaan sebelum proses konseling yang 

sebenarnya dimulai, telah diteliti mengenai hal yang berkaitan 

dengan sikap awal, salah satunya sikap konseli terhadap pembimbing 

sebagai pria dan wanita dari umur tertentu, kesannya mengenai 

keahlian pembimbing dalam membantu siswa kemampuan 

intelektual serta taraf kedewasaan pembimbing. 

b) Kesiapan siswa 

Kesiapan siswa ini menyangkut tentang kemampuan 

mengungkapkan masalah-masalah yang timbul pada diri siswa dan 

kecocokan siswa terhadap guru pembimbing yang memotivasi siswa 

untuk melakukan bimbingan. 



15 

 

 

c) Sarana dan prasarana 

Umar Tirtarahadja mengemukakan bahwa sekolah merupakan sarana 

yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan untuk 

menyiapkan manusia Indonesia sebagai individu, warga masyarakat, 

warga negara, dan warga dunia di masa depan. Sekolah yang 

demikian diharapkan mampu melaksanakan fungsi pendidikan 

secara optimal, yakni mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia 

dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
27

 Salah satu kegunaan 

sarana dan prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kelengkapan atau keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung 

dalam implementasi layanan konseling. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Konsep diterapkannya layanan mediasi adalah perihal isi atau masalah yang 

dibahas dalam layanan mediasi adalah hal-hal yang berkenaan dengan hubungan 

yang terjadi antara individu-individu (para siswa) atau kelompok-kelompok yang 

sedang bertikai. Masalah-masalah tersebut mencakup: (1) pertikaian atas 

kepemilikan sesuatu, (2) kejadian dadakan (misalnya pekelahian) antara siswa 

atau sekelompok siswa, (3) perasaan tersinggung, (4) dendam dan sakit hati, (5) 

tuntutan atas hak, dan lain sebagainya. Berdasarkan cakupan di atas, isi atau 

masalah yang dibahas dalam layanan mediasi lebih banyak berkenaan dengan 

masalah-masalah individu yang berhubungan dengan orang lain atau 

lingkungannya (masalah sosial). 
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Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.  Kerangka berpikir tentang Pelaksanaan layanan mediasi 

dalam pemenuhan hak anak di Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau 

 

P2TP2A Layanan Mediasi  

Terpenuhinya hak anak 

- Mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta 
layanan,  

- Mengatur pertemuan dengan calon peserta layanan,  
- Menetapkan fasilitas layanan,  
- Menyiapkan kelengkapan administrasi. 

Perencanaan 

- Menerima pihak-pihak yang berselisih atau bertikai,  
- Menyelenggarakan penstrukturan layanan mediasi,  
- Membahas masalah yang dirasakan oleh pihak-pihak yang 

menjadi peserta layanan,  
- Menyelenggarakan pengubahan tingkah laku peserta 

layanan,  
- Membina komitmen peserta layanan demi hubungan baik 

dengan pihak-pihak lain,  
- Melakukan penilaian segera. 

Pelaksanaan  

- Melakukan evaluasi segera dan jangka pendek, 
tentang pelaksanaan hasil-hasil mediasi 

Evaluasi  

- Menafsirkan hasil evaluasi Hasil evaluasi 

- Menyelenggarakan layanan mediasi lanjutan untuk 
membicarakan hasil evaluasi dan memantapkan 
upaya perdamaian diantara pihak-pihak yang terlibat 

Tindak lanjut 

- Membicarakan laporan yang diperlukan oleh pihak-
pihak peserta layanan mediasi.  

- Mendokumentasikan laporan layanan mediasi 

Laporan  
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Dalam mamecahkan masalah anak atau individu yang sedang mengalami 

ketidakcocokan, guru pembimbing maupun seorang konselor telah melakukan 

proses konseling dengan individu yang bermasalah tersebut, tetapi setelah proses 

konseling dilaksanakan masih terlihat ketidakcocokan diantara mereka. Maka 

disinilah letak peran layanan mediasi, dimana kedua belah pihak dipertemukan 

untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Jika pihak yang bertikai tidak 

segera diberikan layanan mediasi, maka siswa tersebut akan tetap dalam keadaan 

bermusuhan, menyimpan dendam, menjauhi pihak lain dan bahkan bisa saja ingin 

saling menghancurkan 

Konselor harus bisa menjadi mediator diantara dua orang siswa yang sedang 

bertikai/sedang tidak menemukan kecocokan dengan adil dan tidak berpihak 

kepada siapapun. Mediator (konselor) adalah seseorang yang bersifat netral dan 

tidak memihak, yang berfungsi membantu para peserta layanan dalam mencari 

berbagai kemungkinan penyelesaian perselisihan. Sebagai suatu pihak di luar 

perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban 

bertemu atau mempertemukan pihak yang beselisih guna mencari masukan 

mengenai pokok persoalan yang diperselisihkan dan menyelesaikannya secara 

bersama-sama sehingga pihak yang bertikai merasa lega dan tidak merasa 

dirugikan satu sama lain. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk 

mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena alam 

suatu latar yang khusus.
28

 

 

3.2. Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Jl. Diponegoro Nomor 70. Pemilihan 

lokasi ini didasari alasan bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti ada 

di pada lembaga ini. Sedangkan waktu penelitian ini akan dimulai setelah 

proposal ini diseminarkan. 

 

3.3. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian adalah batasan penelitian dimana peneliti bisa 

menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel 

penelitian. Sedangkan objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian.29
 Subjek pada penelitian ini adalah konselor 

maupun psikolog, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan layanan mediasi.  

 

3.4. Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu dan hasil kejadiannya tidak 

akan diberlakukan ke populasi, tetapi dialihkan ketempat lain pada situasi 

yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yan dipelajari. 
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Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi 

sebagai nara sumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam 

penelitian.
30

 Ada pun yang menjadi informan dalam layanan informasi ini 

adalah 1 orang psikolog dan 1 orang konselor, 1 orang klien dari pihak 

orangtua anak. 

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Sampling purposive, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Sesuai dengan namanya, sampel di ambil dengan 

maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu di ambil sebagai sampel 

karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki 

informasi yang diperlukan.
31

 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif ini, untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan:   

 

1. Observasi  

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 

pencatatan secara sistematis. Poerwandari berpendapat bahwa observasi 

merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-

cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.
32

 

2. Wawancara 

Wawancara. Menurut Sugiyono, wawancara adalah teknik yang 

dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab (dialog) langsung dengan 

                                                             
30

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215 
31

 Jakni, Metodologi Penelitian Eksperimen BidangPendidikan, Bandung: Alfabeta, 2016, 

h, 87. 
32

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarta. PT. Bumi 

Aksara, 2006,  h. 143  
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responden dan informan berdasarkan pedoman wawancara untuk 

mengetahui lebih jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti.
33

  

Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan kepada subjek penelitian. Untuk melakukan wawancara 

peneliti menyiapkan instrumen pedoman wawancara terlebih dahulu. 

3. Dukumentasi  

Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan 

untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-

buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film 

dokumenter, data yang relevan penelitian.
34

  

 

3.6. Teknik Analisis Data 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.
35

 Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Peneliti dalam mereduksi data 

akan memilih dan menyeleksi data yang diperoleh dalam penelitian agar 

peneliti bisa menggambarkan penelitian ini lebih jelas. Peneliti mereduksi 

data dimulai dari fokus penelitian, menyusun pertanyaan dan menentukan 

informan dalam penelitian. 

 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data.
36

 Dalam penelitian kualitatif 

                                                             
33

 Sugiyono, Ibid, h. 218 
34

 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula. 

Bandung: Alfabeta, 2015), h. 77  
35

 Riduwan Ibid., h. 338  
36

 Sugiyono, Op.Cit, h. 341 
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adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data diperoleh setelah 

dirangkum berupa bentuk uraian, bukti fisik yang kemudian diolah dalam 

bentuk uraiannya.  

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap setelah diteliti 

dapat menjadi jelas.
37

 

Langkah terakhir peneliti lakukan dalam analisis data adalah menarik 

kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dalam kegiatan ini peneliti beruapaya 

menunjukkan data-data yang akurat dan objektif. 

GAMBAR III.1 

ALUR PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37

 Ibid, h. 345 

REDUKSI DATA 

PENYAJIAN DATA 

PENARIKAN 
KESIMPULAN 

(1) Perencanaan 

(2) Pelaksanaan  

(3) Evaluasi  

(4) Hasil evaluasi 

(5) Tindak lanjut 

(6) Laporan  
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Keabsahan data yang digunakan peneliti untuk pengecekan data melalui 

dua keabsahan data, yaitu: 

1. Uji kredibilitas data dengan menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.
38

 Contohnya dari 

bersamaan dengan lembaran observasi, pada Penelitian yang dilakukan 

penulis skripsi ini akan melampirkan bukti-bukti dokumentasi selama 

penelitian berlangsung.  

2. Uji kredibilitas dengan Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuan Member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data.
39

 Peneliti melakukan Member check dengan 

cara melihatkan hasil pengumpulan data kepada pemberi data setelah 

melakukan observasi. 

                                                             
38

 Ibid, h. 375 
39

 Ibid, h. 375 
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BAB IV 

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian  

1. Sejarah 

UPT. P2TP2A Provinsi Riau merupakan salah satu wadah pelayanan 

perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, 

diskriminasi, berbasis masyarakat. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh 

seluruh  kekuatan masyarakat dengan cara ikut berperan serta secara aktif 

sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah daerah memberikan dukungan 

dan komitmen yang kuat serta memfasilitasi pelaksanaannya dengan 

melibatkan peran serta masyarakat (LSM, ormas, sektor swasta, dunia 

usaha, lembaga / donor, dan lain-lain). 

Dasar hukum pembentukan UPT. P2TP2A Provinsi Riau adalah 

Peraturan Gubernur Nomor 56 Th 2017 Tentang Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan 

Anak Provinsi Riau. 

Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan 

dan anak korban kekerasan di Provinsi Riau, meliputi: 

1. Pengaduan Masyarakat 

2. Penjangkauan Korban 

3. Pengelolaan Kasus 

4. Penampungan sementara 

5. Mediasi 

6. Pendampingan Korban 

Tugas khusus UPT. P2TP2A Provinsi Riau meliputi: 

2. Visi Misi 

a. Visi 

Mengedepankan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak 

Kekerasan Sesuai dengan Prinsip Hak Asasi Manusia. 
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b. Misi 

1) Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus 

kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak. 

2) Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, 

advokasi, dan bimbingan kerohanian serta informasi layanan 

terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan 

3) Membangun UPT. P2TP2A Provinsi Riau sebagai basis 

perlindungan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. 

 

 

3. Struktur Instansi  

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA PROVINSI KELAS B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha  Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Pengadministrasian 
Umum  

Pengemudi 

Konselor 
(Psikologis/Hukum) 

( 

Penjaga Asrama  Mediator  

Kepala UPTD  

Penjaga Keamanan  
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4.2. Tugas - Tugas Divisi yang ada di instansi PKL  

1. Hj. Yulhendri, SH, MH. sebagai Kepala UPT. P2TP2A Provinsi Riau 

mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada 

Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan dan Pelayanan, dan Seksi 

Penanganan dan Pemulihan. 

2. M. Tariq Kamal sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT. P2TP2A 

Provinsi Riau mempunyai tugas : 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 

Subbagian Tata Usaha. 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha. 

c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional 

Prosedur. 

d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat. 

e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi 

keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat. 

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa 

Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar 

kompetensi, dan evaluasi jabatan. 

g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi. 

h. Melaksanakan, penyusunan kebutuhan, pemeliharaan, sarana dan 

prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban 

kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor. 

i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha. 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas damn fungsinya. 
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3. Desi Riawati, S.Sos sebagai Kepala Seksi Pengaduan dan Pelayanan 

UPT. P2TP2A Provinsi Riau mempunyai tugas : 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Pengaduan dan Pelayanan. 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan dan 

Pelayanan. 

c. Menerima pengaduan dan memberikan pelayanan pada perempuan 

dan anak korban kekerasan. 

d. Memfasilitasi pelayanan rujukan kesehatan, rehabilitasi social dan 

shelter (rumah aman) pada perempuan dan anak korban kekerasan. 

e. Memfasilitasi perlindungan pada perempuan dan anak korban 

kekerasan di rumah transit. 

f. Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial pada 

perempuan dan anak korban kekerasan. 

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengaduan dan 

Pelayanan. 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

4. Juwita, S.Sos dan Etty Herwati, S.Sos sebagai Konselor Seksi 

Pelayanan dan Pengaduan UPT. P2TP2A Provinsi Riau  

5. Iin Rafida, S.Psi sebagai Kepala Seksi Penanganan dan Pemulihan 

UPT. P2TP2A Provinsi Riau mempunyai tugas : 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Penanganan dan Pemulihan. 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penanganan dan 

Pemulihan. 

c. Memberikan penanganan psikologis, bimbingan keagamaan dan 

bantuan hukum pada perempuan dan anak korban kekerasan. 
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d. Melakukan pendampingan, home visite dan penjemputan pada 

perempuan dan anak korban kekerasan. 

e. Melakukan penanganan pemulihan psiko-sosial pada perempuan 

dan anak korban kekerasan. 

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penanganan dan 

Pemulihan. 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

6. Dessy Rahmawati, S.Psi Sebagai Konselor Seksi Penanganan dan 

Pemulihan UPT. P2TP2A Provinsi Riau. 

7. Armi Rahim, S.Psi Sebagai Jasa Operator Komputer UPT. P2TP2A 

Provinsi Riau. 

8. Jefrizon  dan  Rindi Novsupra Yogi Sebagai Tenaga Keamanan Kantor 

UPT. P2TP2A Provinsi Riau. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan layanan mediasi dalam pemenuhan hak anak di Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau 

dimulai dari aspek perencanaan layanan. Tahap selanjutnya adalah mengatur 

pertemuan calon peserta layanan. Adapun teknis dari struktur layanan mediasi 

tersebut adalah diawali dengan pendahuluan, sambutan mediator, pesentasi 

para pihak, kesepahaman awal, mendefinisikan dan mengagendakan masalah, 

tawar menawar dan pengambilan keputusan, jika perlu melakukan pertemuan 

terpisah, pengambilan keputusan akhir, penyusunan kesepakatan, dan 

penutup. 

2. Faktor yang mendorong pelaksanaan layanan mediasi dalam pemenuhan hak 

anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Provinsi Riau antara lain mengacu pada pendidikan konselor 

maupun psikolog atau mediator, pengalaman psikolog atau mediator, 

keikutsertaan dalam menangani secara penuh bagi konselor maupun psikolog 

atau mediator itu sendiri dalam melaksanakan layanan mediasi. Faktor 

penghambat layanan mediasi antara lain mengacu pada sikap klien, kesiapan 

klien, sarana dan kerjasama dengan UPT lain dalam melaksanakan layanan 

mediasi khususnya secara individual. 

 

6.2. Saran-saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat, peneliti mengajukan beberapa 

saran antara lain: 

1. Disarankan kepada konselor atau psikolog dan mediator agar benar-benar 

melaksanakan fungsinya, sehingga akan dicapai kinerja yang diharapkan, 
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tidak menunggu laporan, tetapi mencari dan mempromosikan tugas dan 

tanggung jawabnya kepada masyarakat di seluruh wilayah Riau. 

2. Kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Provinsi Riau kiranya dapat lebih meningkatkan pelayanan, bukan 

hanya fasilitas mediasai yang hanya seadanya saja, tetapi juga pelayanan yang 

lain, seperti kunjungan rumah, riset mendalam dengan masyarakat, memenuhi 

kebutuhan dasar klien seperti makan, minum, penginapan, transportasi, dan 

lain sebagainya.  

3. Kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Provinsi Riau agar lebih maksimal melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan mengadopsi teknologi informasi yang lebih 

mutakhir untuk peningkatan akses layanan sehingga masyarakat merasa 

mendapat solusi dan perhatian walaupun tidak datang ke kantor P2TP2A jika 

ada masalah. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI DALAM PEMENUHAN 

HAK ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) 

PROVINSI RIAU 

 

 

Informan :  

Jabatan :  

Jam   :  

Tempat :  
 

INDIKATOR DIMENSI PERTANYAAN 

Perencanaan - Mengidentifikasi pihak-
pihak yang akan menjadi 

peserta layanan 

Dari aspek perencanaan 

layanan, bagaimanakah teknis 

mengidentifikasi pihak-pihak 

yang akan menjadi peserta 

layanan? 

 - Mengatur pertemuan dengan 
calon peserta layanan 

Bagaimanakah teknis mengatur 

pertemuan dengan calon peserta 

layanan? 

 - Menetapkan fasilitas 
layanan 

Apa saja fasilitas layanan yang 

harus tersedia? 

 - Menyiapkan kelengkapan 
administrasi. 

Apa saja kelengkapan 

administrasi yang harus 

disiapkan? 

Pelaksanaan - Menerima pihak-pihak yang 
berselisih atau bertikai 

Dari aspek pelaksanaan 

layanan, bagaimanakah teknis 

menerima pihak-pihak yang 

berselisih atau bertikai? 

 - Menyelenggarakan 
penstrukturan layanan 

mediasi 

Bagaimanakah teknis 

menyelenggarakan 

penstrukturan layanan mediasi? 

 - Membahas masalah yang 
dirasakan oleh pihak-pihak 

yang menjadi peserta 

layanan 

Apa saja masalah yang harus 

dibahas dengan pihak-pihak 

yang menjadi peserta layanan?  

 - Menyelenggarakan 
pengubahan tingkah laku 

peserta layanan  

Bagaimanakah teknis 

pengubahan tingkah laku 

peserta layanan? 

 - Membina komitmen peserta 
layanan demi hubungan 

baik dengan pihak-pihak 

Bagaimanakah teknis membina 

komitmen peserta layanan demi 

hubungan baik dengan pihak-



 

 

lain pihak lain? 

 - Melakukan penilaian segera. Bagaimanakah teknis 

melakukan penilaian? 

Evaluasi  - Melakukan evaluasi segera 

dan jangka pendek, tentang 

pelaksanaan hasil-hasil 

mediasi 

Bagaimanakah teknis 

melakukan evaluasi segera dan 

jangka pendek, tentang 

pelaksanaan hasil-hasil 

mediasi? 

Hasil evaluasi  - Menafsirkan hasil evaluasi Bagaimanakah teknis 

menafsirkan hasil evaluasi? 

Tindak lanjut - Menyelenggarakan layanan 

mediasi lanjutan untuk 

membicarakan hasil 

evaluasi dan memantapkan 

upaya perdamaian diantara 

pihak-pihak yang terlibat 

Bagaimanakah teknis 

menyelenggarakan layanan 

mediasi lanjutan untuk 

membicarakan hasil evaluasi 

dan memantapkan upaya 

perdamaian diantara pihak-

pihak yang terlibat? 

Laporan  - Membicarakan laporan yang 
diperlukan oleh pihak-pihak 

peserta layanan mediasi.  

Bagaimanakah teknis menjaring 

laporan yang diperlukan oleh 

pihak-pihak peserta layanan 

mediasi? 

 - Mendokumentasikan 
laporan layanan mediasi 

Bagaimanakah teknis 

mendokumentasikan laporan 

layanan mediasi? 

 

  



 

 

PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI DALAM PEMENUHAN HAK 

ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI RIAU 

 

 

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN 

 

 

 

 
 

 

Oleh 

 

NORFIKA NUZULIAH 

NIM. 11642202518 
 

 

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

1442 H/2021 M 

 

Informan  : Bapak Jefrizon 

Jabatan : Tenaga Keamanan Kantor UPT. P2TP2A Provinsi Riau 

Tangal : 17 Desember 2020 

Jam   : 09.24 WIB 

Tempat : Kantor UPT. P2TP2A Provinsi Riau 
 

1. Dari aspek perencanaan layanan, bagaimanakah teknis mengidentifikasi 

pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan? 

 

Jawaban: 



 

 

Ya kita pada intinya semua pengaduan tentang anak yang masuk kita terima. 

Awalnya mereka melapor ni, melapor, kita bikin namanya form pelaporan. 

Jadi kita liat kasusnya apa, pengaduannya apa, jadi kalau seandainya nanti 

mungkin jika salah satu pihak dilaporkan, mungkin yang dilaporkan yang di 

Pekanbaru, yang melaporkan dari kabupaten lain. Intinyanya yang masih 

wilayah Riau. Contohnya wilayah Siak, kita bikin surat untuk laporan kasus 

ke UPT yang di Siaknya, jadi kalau mereka sanggup, ya mungkin pihak-pihak 

kliennya nanti kita panggil, tapi tetap kita nanti koordinasikan. Jadi bisa aja 

pas proses di sana dari UPT Provinsi kita mendampingi ke saya pelapornya. 

 

2. Bagaimanakah teknis mengatur pertemuan dengan calon peserta layanan? 

 

Jawaban: 

Nah kalau tekninya, kita, pelapor, nanti kalau seandainya pelapor itu ada di 

Pekanbaru kan kita nanti bisa kontek ini yang di kota. Kan kita sudah tau 

pengaduan dari pelapor ha, nanti kita koordinasikan ke kota nanti kita inilah, 

atur, jadi kita jadwalkan kapan kita konfirmasi sama pihak terlapor. Kalau 

waktunya bisa disamakan, sudah setuju ibaratnya nanti kita ketemukanlah 

untuk  mediasi. Kalau bisa mediasi, sekali mediasi sudah selesai, jangan 

lama-lama, tapi seandainya mana tau ni, terbentur, ya kita kan bisa jadwalkan 

lagi.  

 

Biasanya paling lama berapa lama mediasi itu pak. 

 

Itu tidak ada batas waktunya. Jadi kita nanti crosscek. Kita pertemukan 

masing-masing pihak, agar mereka dapat berbicara. Agar mereka membuat 

kesepakatan, intinya kesepakatan itu adalah kemauan mereka berdua. Mediasi 

ini tujuannya kesepakatan, mufakat, tapi tidak ada masing-masing pihak yang 

merasa dikalahkan. Jadi kita bertugas memformulasikan suatu kesepakatan, 

kita ngasih wawasan, pandangan, kalau seperti ini apa dampaknya, kalau 

seperti ini… tidak boleh menyalahkan, agar mereka jadi tenang, damai, gitu 

lah. Mereka tidak tertekan, tidak terpaksa, dari hati mereka sendiri.  

 

3. Apa saja fasilitas layanan yang harus tersedia? 

 

Jawaban: 

Kalau mediasi. Ya kayak ginilah, mediasi. Ruang mediasi yang cukup 

nyamanlah agar kedua belah pihak nyamanlah (contohnya kursi, meja..) kita 

tidak ada nyiapin apa-apa, mungkin minum makan gitu aja, kalau kendaraan 



 

 

kesini kan mereka sendiri, kita undang mereka ke sini. Ruang mediasi yang 

memadai, ya yang cukup sederhana. 

 

4. Apa saja kelengkapan administrasi yang harus disiapkan? 

 

Jawaban: 

Yang pertama ya surat laporan pengaduan dari pihak terlapor, mungkin nanti 

adalah dilampirkan KTP yang pelapor, kartu keluarga, jadi itu aja. Jadi 

administrasi mereka isi, nanti kita bikinkan semacam laporan kasus. Jadi 

nanti laporan mereka bikin isinya. Ada juga untuk mendalami kasusnya ada 

agen kasuslah, mereka yang akan mempelajari laporannya. Misalnya kalau 

yang melapor di Siak, nanti kita hubungi petugas yang di Siak jadi nanti kita 

koordinasikan untuk memanggil yang terlapor itu. Jadi intinya, pertama 

membuat surat laporan, adjustment kasus, nanti kita lihat kasusnya, kalau 

seandainya kasusnya termasuk rumit kita undang UPT dari kabupaten lain, 

nanti kita koordinasikan ke sana untuk penanganan kasus itulah. Itu aja.   

 

5. Dari aspek pelaksanaan layanan, bagaimanakah teknis menerima pihak-pihak 

yang berselisih atau bertikai? 

 

Jawaban: 

Ya kalau menerima dengan welcome, kita anggap tamu yang wajib dilayani 

dengan baik. Jadi yang pasti, UPT kita ini berkaitan dengan unsur pelayanan 

bagi para pihak yang melapor memang kita ini bisa memfasilitasi apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan. 

 

6. Bagaimanakah teknis menyelenggarakan penstrukturan layanan mediasi? 

 

Jawaban: 

Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi pertama kita menerima laporan, 

kemudian kita adjustment kasus. Setelah itu kita hubungan pihak yang 

melapor dan terlapor, kita carikan waktu untuk melakukan pertemuan mediasi 

antara pelapor dan terlapor. Kita tanyalah permasalahan mereka, apa yang 

mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan. Lalu kita sama-sama cari 

jalan. Tapi jika salah satu pihak belum sepakat, nanti kita dorong mereka 

untuk membuat kesepakatan secara pribadi. Intinya kita jadi pendengar. Kita 

jadi pendengar setia, nanti kita tarik benang merahnya. Bapak ibu maunya 

apa. 

 



 

 

7. Apa saja masalah yang harus dibahas dengan pihak-pihak yang menjadi 

peserta layanan?  

 

Jawaban: 

Ya membahas terkait mereka aja. Tapi seorang mediator jadi kita tidak sebar 

luaskan kasus ini ke pihak lain gitu, sama-sama kita jagalah. Seorang 

mediator bisa menjaga kerahasiaan antara pelapor dan terlaporlah. 
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1. Bagaimanakah teknis pengubahan tingkah laku peserta layanan? 

 

Jawaban: 

Begini, ketika pelapor datang dia menyampaikan permasalahannya kita 

dengarkan dulu permasalahan apa, pada tahap ini kita berusaha bisa masuk ke 



 

 

persoalan mereka. Apa sebenarnya yang jadi persoalananya, jadi orang pada 

saat emosi tidak stabil, di sini kita sebagai konselornya ya, jadi bisa melebur 

amarah dia, menghibur dia, yang penting, siapapun yang melapor, kita terima 

dulu, kita berpikir positif. Kita positif dulu karena tidak tau persoalannya 

seperti apa. Jadi belum tentu  pelapor itu apa yang dilaporkannya itu benar, 

jadi kita asesmen, konseling, konfirmasi. Siapa terlapornya, kita konfirmasi 

lagi. Jadi mediator hanya bisa memberi pandangan, memberikan pemahaman, 

sedangkan pihak pelapor dan terlapor yang akan mengambil keputusan. 

 

2. Bagaimanakah teknis membina komitmen peserta layanan demi hubungan 

baik dengan pihak-pihak lain? 

 

Jawaban: 

Jadi itu tadi, begini, sebagai suami istri harus saling memahami. Dulu pas 

sebelum menikah semua tampak manis-manis aja, setelah berjalan pernikahan 

dua atau tiga tahun, baru kelihatan kelemahan-kelemahan pasangan. Nah pada 

saat hal itu terjadi bisa tidak kita memahami satu sama lain. Jadi kita 

tanamnkan kepada suami atau istri atau keduanya, dulu yang baik-baik selalu 

diterima, kenapa setelah tahu kekurangannya kita tidak bisa terima. Jadi kita 

tanamkan hal itu, kalau suami kekurangannya ini, itulah gunanya istri untuk 

menutupi kekurangannya. Atau gimana solusi untuk mengatasi permasalahan 

itu. 

 

3. Bagaimanakah teknis melakukan penilaian? 

 

Jawaban: 

Jadi begini, penilaian yang dimaksud adalah penilaian terhadap perubahan 

yang dialami oleh klien, apakah setelah mediasi ada perubahan atau tidak. 

Nah kita mengharapkan sekali mediasi, permasalahan selesai, namun jika 

tidak maka dilakukan mediasi lagi. Tapi jika tidak selesai juga, maka 

dilakukan ke tahap yang lebih tinggi. Nah disini mediasi biasanya hanya 

sekali. Tapi jika tidak bisa sekali, nanti ada pemanggilan secara terpisah. Jadi 

diberikan penjelasan dan pengertian secara terpisah. Nah setelah itu kita kasih 

masukan. Setelah itu baru nanti dilakukan mediasi lagi secara bersama-sama 

dengan suami dan istri. 

 

4. Bagaimanakah teknis menyelenggarakan layanan mediasi lanjutan untuk 

membicarakan hasil evaluasi dan memantapkan upaya perdamaian diantara 

pihak-pihak yang terlibat? 

 



 

 

Jawaban: 

Ya itu tadi. Pertemuan terpisah. Kasih masukkan, tapi tidak berupa saran. 

Seperti itu. 

 

5. Bagaimanakah teknis menjaring laporan yang diperlukan oleh pihak-pihak 

peserta layanan mediasi? 

 

Jawaban: 

Awal, 50ana da asesmen. Di dalam itu 50ana da perbedaan antara pihak 

pertama dan pihak kedua. Disitu ada perbedaan yang mungkin sama-sama 

benar. Jadi setelah laporan itu dibuat keputusan, ini dibutuhkan mediasi. 

 

6. Bagaimanakah teknis mendokumentasikan laporan layanan mediasi? 

Jawaban: 

 

Kalau misalnya kita melakukan mediasi, kita ambil gambar mereka. Hasil 

laporannya kita buat dokumentasi. 
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Peneliti dan informan setelah melakukan wawancara penelitian di pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau 
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